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Abstrak
 

Dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

bersangkutan wajib membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak. PPAT juga

wajib membaca, menjelaskan, dan memastikan akta PPAT yang dibuat telah sesuai isinya dengan apa yang

dikehendaki para pihak, sebelum akta tersebut disampaikan ke kantor pertanahan guna pendaftaran peralihan

hak atas tanah. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat PPAT terhindar dari unsur penyalahgunaan

keadaan dari salah satu pihak, yang menyebabkan cacat kehendak tersebut merugikan pihak lawan. Adapun

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan upaya pencegahan PPAT

terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta terkait tukar-menukar tanah dan bangunan

berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020; dan mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat

atas dasar penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan

Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah

diatas adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian

ini adalah PPAT yang bersangkutan membuat akta jual beli dikarenakan atas dasar penyalahgunaan keadaan

salah satu pihak dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan. PPAT seharusnya dapat melakukan

upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan keadaan dengan membaca dan menjelaskan isi akta kepada

para pihak terlebih dahulu sebelum akta tersebut ditandatangani. Akta yang seharusnya PPAT tersebut buat

adalah akta tukar-menukar, mengingat akta PPAT yang dibuat harus sesuai dengan perbuatan hukum yang

disepakati para pihak dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun akibat hukum

terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT akibat penyalahgunaan keadaan salah satu pihak tetap mengikat

dan sah sehingga dapat didaftarkan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Namun jika pihak lawan

mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka akta jual beli tersebut dapat

dibatalkan dengan dasar adanya bukti seperti putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan

hukum yang baru.

......In the land and building exchange agreement, the concerned Land Deed Maker (PPAT) is obliged to

make a deed in accordance with the legal actions agreed by the parties. The PPAT is also obliged to read,

explain, and ensure that the PPAT deed made is in accordance with what the parties want, before the deed is

submitted to the land office for registration of the transfer of land rights. This is intended so that the deed

made by PPAT is protected from the element of undue influences from one party, which causes the defect of

the will to be detrimental to the opposing party. The problems discussed in this study are regarding the

PPAT's role and prevention efforts against Undue Influence in making deed related to the exchange of land

and buildings based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020; and regarding the legal consequences of the
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deed of sale and purchase made on the basis of Undue Influence in the land and building exchange

agreement based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020. The research method used to answer the problem

formulation above is normative juridical with an explanatory research typology. The results of the analysis

of this study are the PPAT concerned made a deed of sale and purchase due to the undue influences of one

of the parties in the land and building swap agreement. The PPAT should be able to make efforts to Undue

Influence by reading and explaining the contents of the deed to the parties before the deed is signed. The

deed that PPAT should have made is a deed of exchange, considering that the PPAT deed made must be in

accordance with legal actions agreed upon by the parties and regulated in Government Regulation Number

24 of 1997. The legal consequences of the sale and purchase deed made by PPAT due to Undue Influence

because one party remains binding and legal so that it can be registered for registration of the transfer of

land rights. However, if the opposing party submits the cancellation of the legal action in the deed, the sale

and purchase deed can be canceled on the basis of evidence such as a court decision or PPAT deed regarding

a new legal act.


